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Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul "Toleransi Beragama dalam Pembelajaran PAI di Sekolah Nasrani: Studi Kasus dan Implementasi Kurikulum" ini dapat terselesaikan. Buku ini lahir dari kesadaran mendalam akan urgensi pendidikan toleransi di tengah mozaik keberagaman bangsa Indonesia, khususnya dalam konteks pendidikan agama Islam (PAI) yang dilaksanakan di lingkungan institusi pendidikan non-Muslim.
Indonesia, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menjadikan toleransi bukan sekadar pilihan, melainkan fondasi kebangsaan yang harus terus diperkuat melalui sistem pendidikan. Sekolah Nasrani, yang menerima siswa dari berbagai latar belakang keyakinan, menjadi arena laboratorium yang unik dan strategis untuk menguji dan menerapkan prinsip-prinsip kerukunan. Namun, pelaksanaan PAI di sekolah-sekolah ini seringkali menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari isu kurikulum hingga budaya sekolah.
Buku ini disusun secara komprehensif untuk menjawab tantangan tersebut dan menawarkan kerangka kerja teoretis, normatif, serta praktis. Dalam Bab I, pembaca akan diajak menyelami Konsep Dasar Toleransi dan PAI, mulai dari tinjauan filosofis, posisi PAI dalam kurikulum nasional, hingga pemahaman mendalam mengenai kultur Sekolah Nasrani sebagai latar studi. Kerangka konseptual yang disajikan menjadi jembatan pemahaman sebelum melangkah lebih jauh.
Selanjutnya, Bab II memperkuat landasan teoretis dengan memaparkan Landasan Teologis dan Normatif Toleransi dalam Islam. Kami mengupas tuntas konsep seperti Al-Ukhuwah Al-Wathaniyah (Persaudaraan Kebangsaan), teologi inklusif, dan prinsip-prinsip syariat dalam muamalah dengan non-Muslim. Bab ini juga menekankan peran krusial Guru PAI sebagai Agen Toleransi yang memiliki kompetensi multikultural.
Inti dari buku ini terletak pada Bab III yang membahas Implementasi Kurikulum PAI Berbasis Toleransi. Bab ini memberikan panduan praktis mengenai analisis dan strategi pembelajaran aktif yang dapat mengintegrasikan nilai toleransi ke dalam materi Fikih dan Akidah Akhlak. Pembaca akan menemukan strategi untuk mengatasi tantangan kurikulum dan peran penting kebijakan sekolah dalam menciptakan iklim inklusif.
Isu lingkungan sekolah dibahas tuntas dalam Bab IV, yang fokus pada Peran Kultur Sekolah dan Komunitas. Kami menganalisis bagaimana budaya sekolah, kegiatan ko-kurikuler Rohis yang moderat, dan pelibatan orang tua serta tokoh agama dapat secara signifikan membentuk sikap toleransi siswa. Bagian ini diperkaya dengan studi kasus interaksi sosial siswa Muslim dan Kristen di sekolah.
Untuk memastikan keberhasilan implementasi, Bab V membahas aspek krusial Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran PAI. Kami memaparkan pengembangan instrumen penilaian sikap toleransi yang valid, evaluasi efektivitas metode pengajaran, serta prosedur penilaian diri dan sejawat dalam konteks keberagamaan, diakhiri dengan rekomendasi tindak lanjut hasil belajar.
Kekuatan empiris buku ini ditekankan dalam Bab VI, yang menyajikan Studi Kasus Lapangan. Melalui perbandingan best practice dari sekolah yang paling inklusif dan tantangan dari sekolah dengan isu toleransi yang tinggi, pembaca dapat mengambil pembelajaran berharga (lesson learned) dan memahami implikasi temuan ini terhadap kebijakan pendidikan yang lebih luas.
Akhirnya, Bab VII menutup diskusi dengan Kesimpulan, Rekomendasi, dan Prospek Pendidikan Toleransi. Bab ini tidak hanya merangkum temuan utama tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk Kementerian Pendidikan dan lembaga terkait, serta agenda penelitian lanjutan guna menjamin keberlanjutan PAI sebagai pilar penguatan moderasi beragama di masa depan.
Kami menyadari bahwa buku ini tidak mungkin lahir tanpa kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak. Kami berharap, buku ini dapat menjadi referensi utama, inspirasi, dan pedoman praktis bagi para Guru PAI, Kepala Sekolah, pengambil kebijakan, akademisi, serta pemerhati pendidikan di Indonesia, dalam upaya bersama merawat dan memperkaya toleransi di sekolah, demi terwujudnya Indonesia yang damai dan harmonis.
JSemarang 12 Desember 2025
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BAB I
KONSEP DASAR TOLERANSI BERAGAMA DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
1.1. Tinjauan Filosofis Toleransi dan Keberagamaan
Toleransi dalam diskursus filsafat kontemporer bukan sekadar "permisivitas", melainkan kebajikan publik yang esensial. Bagian ini menguraikan landasan ontologis dan aksiologis toleransi dengan merujuk pada pemikiran sarjana Barat dan Timur.
1.1.1. Definisi dan Batasan Konsep Toleransi dalam Konteks Indonesia
Secara etimologis, toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare yang bermakna to endure (bertahan) atau to bear (menanggung). Michael Walzer dalam karyanya On Toleration (1997) mendefinisikan toleransi sebagai sikap yang memungkinkan koeksistensi damai di antara kelompok yang memiliki perbedaan sejarah, budaya, dan identitas.
Dalam konteks Indonesia, toleransi sering dipadankan dengan tasamuh. Namun, batasan konseptualnya harus jelas: toleransi adalah ranah sosiologis-politis, bukan teologis-dogmatis.
Rainer Forst (2013) dalam Toleration in Conflict membedakan antara "permission conception" (toleransi vertikal penguasa ke rakyat) dan "respect conception" (toleransi horizontal antarwarga). Indonesia menganut model respect conception berbasis Pancasila, di mana setiap warga negara menghormati hak sipil liyan (the other) tanpa harus menyetujui kebenaran keyakinan mereka.
1.1.2. Landasan Filosofis Keberagaman dalam Perspektif Islam
Islam memandang pluralitas (ta’addudiyyah) sebagai desain Ilahiah atau Sunnatullah yang bersifat given (terberi). Keberagaman bukan anomali, melainkan instrumen ujian kualitas takwa.
Tariq Ramadan dalam The Quest for Meaning (2010) menekankan bahwa Islam mengajarkan "pluralisme kehendak Tuhan", di mana perbedaan diciptakan untuk memicu dialektika positif (fastabiqul khairat).
Dalil utama landasan ini adalah Q.S. Al-Hujurat [49]: 13:
$$\text{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}$$
Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal (li-ta'arafu). Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa..."
Konsep li-ta'arafu (saling mengenal) melampaui sekadar mengetahui, tetapi mencakup interaksi konstruktif dan pertukaran budaya.
1.1.3. Nilai-Nilai Universal Agama dan Hubungannya dengan Toleransi
Dalam kajian Comparative Religion, terdapat konsep Kalimatun Sawa’ (Common Word) atau Global Ethic sebagaimana dirumuskan oleh Hans Küng (1993). Küng berargumen: "No peace among the nations without peace among the religions."
Nilai universal seperti Keadilan (Al-‘Adalah), Kasih Sayang (Ar-Rahmah), dan Kejujuran (As-Shidq) adalah titik temu aksiologis agama-agama Semitik. Dalam pembelajaran PAI di sekolah Nasrani, guru harus mampu mengekstraksi nilai universal ini tanpa mereduksi akidah, sehingga siswa memahami bahwa berbuat baik kepada non-Muslim adalah perintah agama Islam itu sendiri, bukan sekadar etika sosial.
1.1.4. Urgensi Toleransi dalam Membangun Kohesi Sosial
Emile Durkheim memandang agama sebagai perekat sosial (social glue). Namun, dalam masyarakat majemuk, perekat itu membutuhkan toleransi.
Robert Putnam (2000) dalam teori Social Capital membedakan dua jenis modal sosial:
1. Bonding Social Capital: Ikatan ke dalam kelompok seiman (eksklusif).
2. Bridging Social Capital: Ikatan keluar dengan kelompok berbeda (inklusif).
Toleransi adalah kunci pembentukan Bridging Social Capital. Tanpa toleransi, segregasi sosial akan terjadi, yang berpotensi memicu konflik horizontal sebagaimana tesis Clash of Civilizations dari Samuel Huntington.
1.1.5. Perbedaan antara Toleransi, Sinkretisme, dan Pluralisme
Klarifikasi terminologis sangat krusial untuk menghindari kerancuan berpikir (logical fallacy):
· Toleransi: Menerima eksistensi pemeluk agama lain dan memberikan hak sipilnya, tanpa mengompromikan akidah sendiri.
· Sinkretisme: Upaya mencampuradukkan ritual atau dogma berbagai agama menjadi satu entitas baru. Hal ini haram dalam Islam (Talfiq yang dilarang).
· Pluralisme (Relativisme): Paham yang menganggap semua agama adalah jalan yang sama benarnya menuju Tuhan (John Hick, Philosophy of Religion). Pandangan ini ditolak oleh Fatwa MUI 2005 karena bertentangan dengan konsep Innad dina indallahil Islam.
Buku ini menggunakan definisi toleransi dalam kerangka sosiologis, bukan relativisme teologis.

1.2. Posisi Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Sistem Pendidikan Nasional
Posisi PAI di sekolah non-Muslim adalah mandat konstitusional yang unik di Indonesia, mencerminkan akomodasi negara terhadap hak beragama.
1.2.1. Tujuan dan Fungsi PAI dalam Kurikulum Sekolah
Menurut Azra (2002), PAI bertujuan menanamkan nilai-nilai Islam sebagai pandangan hidup (way of life). Fungsi PAI meliputi:
1. Pengembangan: Meningkatkan keimanan.
2. Penyaluran: Menyalurkan bakat keagamaan.
3. Perbaikan: Meluruskan kesalahan pemahaman.
4. Pencegahan: Menangkal pengaruh negatif budaya asing/bertentangan.
Di sekolah Nasrani, fungsi "Pencegahan" dan "Perbaikan" menjadi sangat dominan untuk menjaga identitas siswa Muslim (Muslim Identity Preservation).1
1.2.2. Landasan Yuridis Pelaksanaan PAI di Sekolah Swasta Non-Muslim2
Kewajiban ini diatur tegas dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 12 ayat (1) huruf a:34
"Setiap pe5serta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama."6
Diperkuat oleh PP No. 55 Tahun 20077 Pasal 3 dan 4. Regulasi ini menegaskan bahwa sekolah berciri khas agama tertentu (Katolik/Kristen) tetap wajib memfasilitasi PAI jika memiliki siswa Muslim, sebagai bentuk hak asasi manusia.
1.2.3. Peran PAI dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik
Merujuk Thomas Lickona (1991) dalam Educating for Character, pendidikan karakter membutuhkan moral knowing, moral feeling, dan moral action. PAI mengintegrasikan ketiganya melalui konsep Akhlak.
Di lingkungan minoritas, PAI membentuk karakter izzah (harga diri) sekaligus tawadhu (rendah hati). Siswa diajarkan untuk bangga menjadi Muslim tanpa menjadi arogan terhadap teman sekolahnya yang beragama Kristen.
1.2.4. Tantangan Pelaksanaan PAI di Lingkungan Sekolah Minoritas
Tantangan ini dapat dianalisis menggunakan teori Hidden Curriculum (Philip Jackson, 1968). Kurikulum tersembunyi di sekolah Nasrani—seperti simbol salib, patung, doa pagi Kristen, dan lagu rohani—memberikan pesan implisit yang kuat.
Tantangan teknis meliputi:
· Ketiadaan ruang ibadah (Musholla).
· Jadwal PAI yang sering diletakkan di jam terakhir atau jam tambahan (ekstrakurikuler).
· Minimnya buku referensi Islam di perpustakaan sekolah.
1.2.5. Relevansi PAI dengan Pendidikan Multikultural
James A. Banks (1993) mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai reformasi sekolah untuk memberikan kesempatan setara bagi semua siswa. PAI di sekolah Nasrani adalah praksis nyata dari pendidikan multikultural.
Relevansi ini didukung oleh Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8:
$$\text{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}$$
Artinya: "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama..."

1.3. Sejarah Singkat Sekolah Nasrani di Indonesia
Memahami historisitas lembaga pendidikan Nasrani penting untuk memetakan ekosistem tempat PAI beroperasi.
1.3.1. Perkembangan Awal Sekolah Nasrani dan Misinya
Sekolah Nasrani di Indonesia dimulai sejak era VOC dan kolonial Belanda melalui Zending (Protestan) dan Missie (Katolik). Karel Steenbrink (2007) dalam Catholics in Indonesia mencatat bahwa pendidikan awalnya adalah alat kristenisasi dan pembudayaan Eropa (westernization). Namun, seiring waktu, fokus bergeser pada pelayanan sosial (diakonia) dan pencerdasan bangsa, meskipun nuansa misi tetap melekat.
1.3.2. Adaptasi Sekolah Nasrani terhadap Kebijakan Pendidikan Pemerintah
Pasca-kemerdekaan 1945, sekolah-sekolah misi mengalami nasionalisasi kurikulum. Mereka harus beradaptasi dengan Pancasila. Ketegangan sempat terjadi pada tahun 1989 dan 2003 saat penyusunan UU Sisdiknas terkait pasal pendidikan agama, di mana pihak yayasan Nasrani mengkhawatirkan hilangnya ciri khas sekolah. Namun, konsensus nasional mewajibkan kepatuhan pada regulasi negara.
1.3.3. Kerangka Institusional Sekolah Nasrani di Indonesia
Sekolah Nasrani dikelola oleh yayasan swasta (seperti Yayasan Kanisius, Penabur, Tarakanita, dll) yang bernaung di bawah payung Majelis Pendidikan Kristen (MPK) atau Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK). Otonomi yayasan ini sangat kuat dalam menentukan kebijakan rekrutmen guru dan penerimaan siswa, yang berimplikasi pada bagaimana PAI dikelola (apakah guru PAI digaji yayasan atau diperbantukan Kemenag).
1.3.4. Kultur dan Nilai-Nilai Dasar yang Dominan di Sekolah Nasrani
Nilai inti (Core Values) sekolah Nasrani biasanya bersumber dari ajaran Alkitab, seperti Kasih (Caritas), Kedisiplinan, dan Kejujuran. Budaya sekolah ini termanifestasi dalam tata tertib ketat dan ritual harian. Bagi siswa Muslim, ini adalah lingkungan yang menantang: mereka harus menyerap nilai positif (disiplin/mutu akademik) sambil memfilter nilai teologis yang bertentangan.
1.3.5. Kondisi Demografis Siswa Muslim di Sekolah Nasrani
Fenomena orang tua Muslim menyekolahkan anak di sekolah Nasrani disebut sebagai Cross-Religious Education. Penelitian menunjukkan alasan utamanya adalah pragmatisme: kualitas akademik, fasilitas, dan keamanan. Hal ini menciptakan demografi unik di mana siswa Muslim menjadi minoritas "elit" atau minoritas "biasa", yang membutuhkan strategi adaptasi psikososial yang berbeda.

1.4. Kerangka Konseptual Toleransi dalam Pembelajaran PAI
Bagian ini membedah strategi pedagogis dalam menanamkan toleransi.
1.4.1. Model-Model Integrasi Nilai Toleransi dalam Materi PAI
Menggunakan teori Robin Fogarty (1991), integrasi dapat dilakukan melalui model:
1. Webbed (Jaring Laba-laba): Menjadikan "Kerukunan" sebagai tema sentral pembelajaran.
2. Connected (Terhubung): Menghubungkan konsep Fikih Muamalah dengan realitas teman sekelas yang Kristen.
3. Integrated: Memadukan materi sejarah Islam (Piagam Madinah) dengan Pendidikan Kewarganegaraan.
1.4.2. Indikator Keberhasilan Pembelajaran PAI Berbasis Toleransi
Indikator keberhasilan merujuk pada Contact Hypothesis dari Gordon Allport (1954). Kontak antarkelompok efektif mengurangi prasangka jika memenuhi syarat: status setara dan tujuan bersama.
Indikator konkret:
· Siswa Muslim tidak canggung bergaul dengan non-Muslim.
· Tidak ada perundungan (bullying) berbasis agama.
· Terbentuknya kolaborasi dalam tugas akademik.
1.4.3. Dimensi Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik Toleransi
Mengacu pada Taksonomi Bloom:
· Kognitif: Memahami dalil-dalil toleransi dan sejarah interaksi Nabi dengan non-Muslim.
· Afektif: Menginternalisasi rasa empati dan menghargai perbedaan (respect).
· Psikomotorik: Mempraktikkan adab bertetangga dan berdialog dengan santun.
1.4.4. Kontribusi PAI terhadap Pengembangan Sikap Inklusif
PAI mengajarkan Islam Wasathiyah (Moderat). Sikap ini adalah antitesis dari ekstremisme. Dalil utamanya adalah hadis Nabi SAW:
$$\text{عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ}$$
Artinya: "Dari Ibnu Abbas, ditanyakan kepada Rasulullah SAW: 'Agama manakah yang paling dicintai Allah?' Beliau menjawab: 'Al-Hanifiyyah As-Samhah (yang lurus lagi toleran)'." (HR. Ahmad)
1.4.5. Perbedaan Kurikulum PAI di Sekolah Negeri dan Swasta Nasrani
Di sekolah Nasrani, PAI harus bersifat Kontekstual. Materi tentang "Makanan Halal dan Haram" misalnya, menjadi sangat vital dan mendesak untuk diajarkan secara rinci karena risiko paparan makanan non-halal (babi/alkohol) di lingkungan pergaulan siswa lebih tinggi dibandingkan di sekolah negeri. Kurikulum harus adaptif (Adaptive Curriculum) menjawab kecemasan orang tua dan siswa.

1.5. Metode Penelitian dalam Kajian Toleransi PAI
Sub-bab ini menjelaskan metodologi ilmiah yang mendasari penulisan buku ini sebagai hasil riset.
1.5.1. Desain Penelitian Kualitatif dan Studi Kasus (Case Study)
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Multiple Case Study sebagaimana didefinisikan Robert K. Yin (2014). Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi fenomena toleransi secara mendalam (in-depth) dalam konteks kehidupan nyata (real-life context) yang kompleks di mana batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan jelas.
1.5.2. Teknik Pengumpulan Data (Wawancara, Observasi, Dokumentasi)
· Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Dilakukan kepada informan kunci (key informants): Guru PAI, Kepala Sekolah (Pastor/Pendeta/Awam), siswa Muslim, dan orang tua.
· Observasi Partisipan: Peneliti mengamati dinamika sosial saat istirahat, kegiatan rohani, dan pembelajaran di kelas.
· Studi Dokumentasi: Analisis RPP, silabus, tata tertib, dan artefak sekolah.
1.5.3. Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian Toleransi
Keabsahan data diuji menggunakan standar Lincoln & Guba (1985):
· Credibility: Melalui triangulasi (sumber dan metode) dan member checking.
· Transferability: Uraian tebal (thick description) agar temuan dapat dipahami dalam konteks lain.
· Dependability & Confirmability: Audit trail proses penelitian.
1.5.4. Etika Penelitian di Lingkungan Sekolah Lintas Agama
Penelitian isu SARA memerlukan standar etika tinggi:
· Informed Consent: Persetujuan tertulis dari subjek.
· Anonymity: Menyamarkan nama sekolah (misal: Sekolah Mawar, Sekolah Melati) untuk menjaga privasi.
· Do No Harm: Memastikan pertanyaan wawancara tidak memicu konflik laten di sekolah.
1.5.5. Analisis Data Fenomenologis dan Tematik
Analisis data mengadopsi model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014): Kondensasi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.
Pendekatan Fenomenologis (Edmund Husserl) digunakan untuk menangkap essences (makna esensial) dari pengalaman keberagamaan siswa Muslim yang hidup dalam dominasi budaya Nasrani, bagaimana mereka memaknai toleransi dalam keseharian mereka.


BAB II
LANDASAN TEOLOGIS DAN NORMATIF TOLERANSI DALAM ISLAM
2.1. Konsep Al-Ukhuwah Al-Wathaniyah (Persaudaraan Kebangsaan)
Konsep persaudaraan dalam Islam tidak bersifat tunggal, melainkan berlapis. Al-Ukhuwah Al-Wathaniyah merupakan manifestasi teologis dari komitmen hidup bersama dalam satu ikatan kebangsaan, melampaui sekat-sekat primordial keagamaan.
2.1.1. Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Persatuan dan Perbedaan
Al-Qur'an menegaskan bahwa perbedaan (ikhtilaf) adalah desain ontologis penciptaan. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa keragaman adalah keniscayaan untuk menciptakan dinamika kehidupan.
Ayat kunci dalam konteks ini adalah Q.S. Al-Maidah [5]: 48:
$$\text{وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ}$$
Artinya: "...Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Dia hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan..."
Ayat ini menurut Fakhruddin al-Razi dalam Mafatih al-Ghaib menunjukkan bahwa pluralitas agama adalah area ujian (ibtila'). Persatuan yang dikehendaki bukanlah uniformitas (keseragaman) teologis, melainkan unity in diversity dalam bingkai kemanusiaan dan kebaikan universal (fastabiqul khairat).
2.1.2. Hadis-Hadis Nabi tentang Hubungan Antarumat Beragama
Rasulullah SAW meletakkan dasar hubungan antarumat beragama melalui Piagam Madinah (The Constitution of Medina). Dokumen ini oleh sosiolog Robert N. Bellah disebut sebagai konstitusi modern pertama di dunia. Pasal-pasal di dalamnya menyatukan Muhajirin, Anshar, dan Yahudi Madinah sebagai Ummah (komunitas politik) yang satu.
Dalil hadis yang melarang keras tindakan intoleran terhadap non-Muslim yang damai (Dzimmi/Mu'ahad):
$$\text{مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَقَدْ آذَانِي ، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ}$$
Artinya: "Barangsiapa menyakiti seorang dzimmi (non-Muslim yang damai), maka sungguh ia telah menyakitiku. Dan barangsiapa menyakitiku, sungguh ia telah menyakiti Allah." (H.R. Thabrani).
2.1.3. Kontribusi Ulama Nusantara dalam Merumuskan Fiqih Kebangsaan
Ulama Nusantara, khususnya KH. Achmad Siddiq (Rais Aam PBNU 1984-1991), merumuskan "Trilogi Ukhuwah" yang menjadi fondasi sosiologi agama di Indonesia:
1. Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan sesama Muslim).
2. Ukhuwah Wathaniyah (Persaudaraan sesama anak bangsa).
3. Ukhuwah Basyariyah/Insaniyah (Persaudaraan sesama manusia).
Pemikiran ini menempatkan nasionalisme bukan sebagai lawan dari Islam, melainkan bagian dari iman (Hubbul Wathan Minal Iman). Dalam konteks sekolah Nasrani, siswa Muslim diajarkan bahwa menghormati teman Kristen adalah bagian dari menjaga Ukhuwah Wathaniyah.
2.1.4. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan (Al-Qist wal Mizan) dalam Berinteraksi
Keadilan (Al-Qist) harus ditegakkan kepada siapa saja, termasuk kepada mereka yang berbeda keyakinan. Kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh memicu ketidakadilan.
Q.S. Al-Maidah [5]: 8:
$$\text{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ}$$
Artinya: "...Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa..."
Prinsip Al-Mizan (keseimbangan) mengajarkan moderasi; siswa diajarkan untuk seimbang antara kesalehan ritual (ibadah) dan kesalehan sosial (berinteraksi baik dengan lingkungan sekolah Nasrani).
2.1.5. Implementasi Konsep Ummatan Wahidah dalam Konteks Indonesia
Konsep Ummatan Wahidah (Umat yang Satu) dalam konteks negara bangsa (nation-state) dimaknai sebagai kesatuan kewarganegaraan (citizenship). Merujuk pada pemikiran Fathi Osman dalam The Children of Adam, di era modern, ikatan keimanan dan ikatan kewarganegaraan berjalan paralel. Di Indonesia, implementasinya adalah penerimaan Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah (Negara Kesepakatan dan Persaksian), di mana Muslim dan Nasrani memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam membangun bangsa, termasuk melalui pendidikan.

2.2. Teologi Hubungan Antaragama (Teologi Inklusif)
Bagian ini membahas kerangka teologis yang memungkinkan seorang Muslim bersikap terbuka tanpa menggadaikan akidah.
2.2.1. Perspektif Inklusif, Eksklusif, dan Pluralis dalam Teologi Islam
Dalam studi teologi agama-agama (Theology of Religions), Alan Race (1983) mengklasifikasikan tiga tipologi yang juga relevan dalam diskursus Islam:
· Eksklusif: Memandang kebenaran dan keselamatan hanya ada dalam Islam, agama lain adalah batil sepenuhnya.
· Inklusif: Meyakini Islam sebagai puncak kebenaran, namun mengakui adanya elemen kebenaran (truth claims) dan keselamatan dalam agama lain, khususnya Ahlul Kitab.
· Pluralis: Menganggap semua agama adalah jalan yang sah dan setara menuju Tuhan.
Buku ini merekomendasikan pendekatan Inklusif-Moderat, di mana kebenaran Islam diyakini secara absolut oleh pemeluknya, namun secara sosiologis mengakui eksistensi agama lain dengan penuh hormat (respect).
2.2.2. Konsep Kalimatun Sawa' (Titik Temu) Antaragama
Al-Qur'an menawarkan platform dialog melalui konsep Kalimatun Sawa' (Common Word).
Q.S. Ali Imran [3]: 64:
$$\text{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ...}$$
Artinya: "Katakanlah: 'Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu..."
Titik temu ini adalah Tauhid (Monoteisme) pada level teologis tertinggi, dan nilai-nilai kemanusiaan pada level praksis. Di sekolah Nasrani, titik temu ini bisa berupa nilai kejujuran, kebersihan, dan kedisiplinan yang diajarkan baik dalam Islam maupun Kristen.
2.2.3. Pengakuan Islam terhadap Eksistensi Agama Samawi Lain
Islam secara eksplisit mengakui Yudaisme dan Kristen sebagai agama samawi yang berasal dari sumber wahyu yang sama (Abrahamik). Al-Qur'an menyebut para penganutnya sebagai Ahl al-Kitab (Pemilik Kitab). Pengakuan ini memberikan status khusus yang berbeda dengan kaum pagan/musyrik, memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang lebih luas (seperti kebolehan memakan sembelihan mereka menurut jumhur ulama klasik, meski dalam konteks Indonesia kehalalan tetap mengacu pada syariat penyembelihan).
2.2.4. Batasan-Batasan dalam Interaksi Keyakinan (La Ikraha fiddin)
Prinsip kebebasan beragama dijamin dalam Q.S. Al-Baqarah [256]:
$$\text{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}$$
Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat..."
Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini melarang pemaksaan keyakinan. Dalam konteks sekolah, ini menjadi landasan bahwa siswa Muslim tidak boleh dipaksa mengikuti ritual Kristen, dan sebaliknya siswa Muslim harus menghormati teman Kristennya tanpa mendakwahi secara agresif/paksaan.
2.2.5. Pandangan Tokoh Muslim Modern tentang Toleransi
· Abdurrahman Wahid (Gus Dur): Menekankan humanisme Islam. "Tidak penting apa agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu."
· Nurcholish Madjid (Cak Nur): Mengusung ide "Islam Yes, Partai Islam No" yang menyiratkan substansi nilai Islam (termasuk toleransi) lebih penting daripada formalisme simbolik.
· Tariq Ramadan: Di tingkat global, menyerukan Muslim Barat untuk berkontribusi positif bagi masyarakat non-Muslim tempat mereka tinggal tanpa kehilangan identitas keislaman (To be a European Muslim).

2.3. Prinsip-Prinsip Toleransi dalam Syariat dan Muamalah
Syariat Islam membagi hukum menjadi Ibadah Mahdhah (Ritual murni) dan Muamalah (Sosial). Toleransi beroperasi di wilayah Muamalah.
2.3.1. Hukum Islam tentang Hubungan Sosial (Muamalah) dengan Non-Muslim
Kaidah Fikih menyatakan: "Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya."
Berdasarkan kaidah ini, interaksi sosial seperti jual beli, sewa-menyewa (sekolah), menjenguk orang sakit, bertetangga, dan bekerja sama dalam proyek sains/sosial dengan non-Muslim adalah Mubah (Boleh), bahkan dianjurkan jika membawa kemaslahatan. Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, menunjukkan kelaziman muamalah lintas iman.
2.3.2. Kedudukan Non-Muslim (Dzimi) dalam Negara Islam Klasik
Secara historis klasik, non-Muslim dalam wilayah Islam disebut Ahl al-Dzimmah (kaum yang dilindungi) dengan kewajiban membayar Jizyah.
Namun, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dalam Fiqh al-Dawlah menggeser terminologi Dzimmi menjadi Muwathin (Warga Negara). Di Indonesia, tidak ada kelas warga negara; semua memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum dan konstitusi.
2.3.3. Fatwa dan Ijtihad Kontemporer tentang Toleransi di Indonesia
Dinamika fatwa di Indonesia (MUI, NU, Muhammadiyah) menunjukkan perkembangan:
· Fatwa MUI (1981): Melarang mengikuti ritual Natal bersama, namun membolehkan ucapan selamat atau kehadiran seremonial (tanpa ritual) demi kerukunan (menurut tafsir moderat belakangan).
· Muhammadiyah & NU: Menekankan toleransi aktif. Bekerja sama dalam bidang pendidikan (seperti siswa Muslim di sekolah Nasrani) diperbolehkan selama tidak ada upaya pendangkalan akidah.
2.3.4. Hak-Hak Non-Muslim: Perlindungan Jiwa, Harta, dan Kehormatan
Syariat Islam melalui Maqashid Syariah (Tujuan Hukum Islam) melindungi lima hal pokok (Al-Dharuriyyat Al-Khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan terhadap jiwa (Hifz al-Nafs) dan harta (Hifz al-Mal) berlaku universal. Darah dan harta non-Muslim (mu'ahad) adalah haram (suci) untuk diganggu, sebagaimana darah dan harta seorang Muslim.
2.3.5. Praktik Keagamaan Bersama dan Batasannya
Sub-bab ini membahas "Garis Merah" toleransi.
· Yang Boleh: Gotong royong, diskusi lintas iman, doa bersama dengan cara masing-masing (tanpa dipimpin satu agama secara sinkretis), menggunakan fasilitas umum sekolah.
· Yang Terlarang (Haram): Mengikuti tata cara ibadah ritual agama lain (misal: ikut membuat tanda salib, menyanyikan lagu pujian teologis Trinitas), atau mengamini doa yang bertentangan dengan Tauhid. Guru PAI harus memberikan panduan praktis ini kepada siswa agar tidak bingung (confused) di lingkungan sekolah Nasrani.

2.4. Peran Guru PAI sebagai Agen Toleransi
Guru PAI adalah ujung tombak implementasi kurikulum toleransi. Keberhasilan siswa Muslim beradaptasi di sekolah Nasrani sangat bergantung pada figur guru PAI.
2.4.1. Kompetensi Profesional Guru PAI dalam Konteks Multikultural
Selain kompetensi pedagogik standar, Guru PAI di sekolah Nasrani memerlukan Kompetensi Interkultural. Ini mencakup kemampuan memahami budaya sekolah Kristen, sensitivitas terhadap isu minoritas, dan kemampuan mengelola kelas yang inklusif. Guru harus mampu menjelaskan materi Islam tanpa menyinggung keyakinan institusi tempatnya mengajar, namun tetap tegas dalam prinsip akidah.
2.4.2. Pengembangan Kepribadian Guru PAI yang Inklusif dan Moderat
Guru PAI harus menjadi role model (uswatun hasanah). Kepribadian yang kaku dan eksklusif akan kontraproduktif di lingkungan sekolah Nasrani. Guru harus menampilkan wajah Islam yang ramah, bukan pemarah; merangkul, bukan memukul. Sikap moderat (Wasathiyah) berarti tidak liberal (membolehkan segalanya) dan tidak radikal (menolak segalanya).
2.4.3. Etika dan Sikap Guru PAI dalam Menyikapi Perbedaan Keyakinan
Dalam berinteraksi dengan kolega guru yang Nasrani, Guru PAI wajib mengedepankan Akhlak Karimah.
Dalil pendukung:
Q.S. Al-Nahl [16]: 125:
$$\text{ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}$$
Artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik..."
Etika ini mencakup cara berpakaian yang rapi, tutur kata santun, dan partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah yang tidak bertentangan dengan syariat.
2.4.4. Komunikasi Efektif Guru PAI dengan Komunitas Sekolah Nasrani
Komunikasi harus bersifat dialogis. Guru PAI perlu membangun hubungan baik dengan Kepala Sekolah dan Yayasan untuk mengadvokasi kebutuhan siswa Muslim (seperti tempat shalat atau dispensasi waktu Jumat). Kemampuan negosiasi dan diplomasi menjadi soft skill vital. Guru PAI harus mampu memahamkan pihak sekolah bahwa memfasilitasi ibadah siswa Muslim justru akan meningkatkan kedisiplinan dan citra positif sekolah.
2.4.5. Pelatihan dan Pengembangan Profesi Guru PAI Berbasis Moderasi Beragama
Guru PAI perlu terus meng-upgrade wawasan melalui pelatihan "Penguatan Moderasi Beragama" yang digagas Kementerian Agama. Literatur seperti karya Yusuf al-Qaradawi (Fiqh al-Aqalliyyat - Fikih Minoritas) atau Taha Jabir Al-Alwani penting dikaji untuk memberikan panduan hukum bagi siswa yang hidup dalam situasi minoritas. Forum MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) PAI lintas sekolah juga menjadi wahana sharing praktik terbaik.

BAB III
IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI BERBASIS TOLERANSI DI SEKOLAH NASRANI
3.1. Analisis Kurikulum PAI di Sekolah Nasrani
Analisis kurikulum merupakan langkah fundamental untuk memetakan sejauh mana nilai-nilai universalitas Islam dapat diakomodasi dalam lingkungan pendidikan yang berbasis iman Kristiani.
3.1.1. Evaluasi Materi PAI Kelas X, XI, dan XII yang Relevan dengan Toleransi Materi PAI pada jenjang SMA di Indonesia, khususnya dalam Kurikulum Merdeka, mengandung materi strategis seperti “Menghindari Perkelahian Pelajar, Minuman Keras, dan Narkoba” serta “Berpikir Kritis dan Bersikap Demokratis”. Evaluasi materi ini diarahkan pada penguatan ayat-ayat pluralisme, seperti QS. Al-Hujurat: 13: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.” Materi ini menjadi jembatan teologis bagi siswa Muslim untuk berinteraksi secara sehat di sekolah Nasrani.^1
3.1.2. Identifikasi Materi PAI yang Berpotensi Menimbulkan Konflik (SARA) Beberapa penafsiran tekstual mengenai konsep al-wala’ wal bara’ atau sejarah peperangan Islam seringkali disalahpahami jika tidak disampaikan dengan pendekatan kontekstual. Di sekolah Nasrani, materi ini perlu dikelola dengan pendekatan "Teologi Kerukunan" agar tidak memicu segregasi sosial antar siswa.^2
3.1.3. Sinkronisasi Kurikulum PAI dengan Visi dan Misi Sekolah Nasrani Sekolah Nasrani umumnya memiliki visi kasih sayang (agape) dan kemanusiaan. Sinkronisasi dilakukan dengan menonjolkan prinsip Rahmatan lil ‘Alamin (Rahmat bagi seluruh alam). Hal ini sejalan dengan teori Multicultural Education yang menekankan pada integrasi konten (content integration) dalam dimensi kurikulum.^3
3.1.4. Muatan Lokal dan Pengembangan Materi PAI Kontekstual Pengembangan materi kontekstual melibatkan penyisipan nilai kearifan lokal (local wisdom) yang relevan dengan moderasi beragama, sehingga siswa tidak merasa terasing dari lingkungan sekolahnya.
3.1.5. Adaptasi Kurikulum PAI Merdeka Belajar dalam Konteks Sekolah Swasta Kurikulum Merdeka memberikan otonomi bagi sekolah swasta untuk mengembangkan Modul Ajar yang lebih inklusif, menyesuaikan dengan profil Pelajar Pancasila yang menekankan pada Beriman, Bertakwa, dan Berakhlak Mulia dalam bingkai kebinekaan global.

3.2. Strategi Pembelajaran Aktif yang Mendorong Toleransi
3.2.1. Metode Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning) Isu Agama Siswa dihadapkan pada skenario konflik keagamaan riata di masyarakat, kemudian diminta mencari solusi berdasarkan perspektif Islam yang inklusif. Hal ini membangun kemampuan critical thinking.^4
3.2.2. Model Pembelajaran Proyek (Project-Based Learning) Kerukunan Proyek kolaboratif antara siswa Muslim dan Kristen dalam kegiatan sosial (misalnya kampanye kebersihan lingkungan) menciptakan pengalaman interaksi langsung yang meruntuhkan prasangka.
3.2.3. Pemanfaatan Role-Playing dan Simulasi Dialog Antariman Simulasi dialog melatih siswa menggunakan bahasa yang santun (qaulan layyinan) saat berdiskusi tentang perbedaan keyakinan. Hal ini mencontoh dialog Nabi Muhammad SAW dengan delegasi Nasrani Najran.^5
3.2.4. Teknik Diskusi Kelompok (Focus Group Discussion) tentang Nilai Keberagamaan FGD memungkinkan siswa mengeksplorasi persamaan nilai moral antar-agama tanpa harus mencampuradukkan akidah (theological barrier).
3.2.5. Penggunaan Media Digital dan Sumber Belajar Inklusif Pemanfaatan video pendek dari lembaga seperti The Habibie Center atau Wahid Foundation yang mempromosikan perdamaian sangat efektif bagi generasi Z.

3.3. Integrasi Nilai Toleransi dalam Materi Fikih dan Akidah Akhlak
3.3.1. Penanaman Prinsip Toleransi dalam Konsep Ibadah (Hablum Minannas) Fikih tidak hanya mengatur hubungan dengan Allah (hablum minallah), tetapi juga etika sosial. Allah berfirman dalam QS. Al-Mumtahanah: 8: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ... أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama...”
3.3.2. Pemahaman Akhlakul Karimah terhadap Penganut Agama Lain Akhlak terhadap sesama manusia adalah inti dari ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.” (HR. Ahmad). Ini mencakup sikap hormat kepada guru dan rekan yang berbeda keyakinan.
3.3.3. Studi Kasus Fikih Minoritas Muslim di Sekolah Non-Muslim Integrasi konsep Fiqh al-Aqalliyyat (Fikih Minoritas) untuk memberikan kemudahan (rukhsah) bagi siswa dalam menjalankan ibadah di lingkungan yang tidak dominan Muslim, seperti tata cara tayamum atau salat saat kegiatan sekolah padat.^6
3.3.4. Kontekstualisasi Konsep Iman dan Kufur dalam Kehidupan Sosial Penekanan bahwa perbedaan iman tidak menghalangi kerjasama kemanusiaan (muamalah). Hal ini merujuk pada Piagam Madinah (Constitution of Medina).
3.3.5. Pembelajaran Sejarah Islam yang Menekankan Perdamaian dan Diplomasi Menonjolkan sejarah Fathul Makkah yang dilakukan tanpa pertumpahan darah dan diplomasi Rasulullah, memberikan inspirasi bahwa Islam adalah agama damai.

3.4. Peran Kepala Sekolah dan Yayasan dalam Mendukung PAI Inklusif
3.4.1. Kebijakan Sekolah tentang Kebebasan Beragama dan Beribadah Peran kepemimpinan (inclusive leadership) sangat krusial. Kebijakan tertulis yang menjamin hak siswa Muslim untuk salat lima waktu dan salat Jumat adalah bentuk toleransi struktural.^7
3.4.2. Alokasi Sumber Daya untuk Kegiatan PAI dan Keagamaan Islam Dukungan finansial dari yayasan untuk kegiatan peringatan hari besar Islam (PHBI) di sekolah Nasrani memperkuat rasa memiliki (sense of belonging) siswa Muslim.
3.4.3. Mekanisme Pengawasan dan Pembinaan Guru PAI Kepala sekolah harus memastikan guru PAI tidak menyampaikan ajaran yang bersifat provokatif, melainkan ajaran yang menyejukkan.
3.4.4. Dialog Institusional antara Yayasan dan Komunitas Muslim Komunikasi rutin antara pengelola sekolah dengan orang tua siswa Muslim dan tokoh agama setempat untuk menjaga harmoni.
3.4.5. Pembentukan Tim Kerja Lintas Agama di Sekolah Tim ini bertugas merancang kegiatan sekolah yang merangkul semua identitas agama, memastikan tidak ada diskriminasi dalam kebijakan sekolah.

3.5. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Kurikulum
3.5.1. Resistensi Internal dan Eksternal terhadap Kurikulum PAI Inklusif Tantangan muncul dari kelompok konservatif yang menganggap inklusivitas sebagai ancaman akidah. Solusinya adalah melalui edukasi bahwa toleransi adalah perintah agama, bukan pengorbanan keyakinan.^8
3.5.2. Keterbatasan Kompetensi Guru PAI dalam Isu Lintas Agama Banyak guru PAI kurang terpapar literatur multikultural. Solusinya adalah Capacity Building melalui workshop moderasi beragama.
3.5.3. Kendala Sarana dan Prasarana Ibadah dan Pembelajaran Terbatasnya ruang untuk musala. Solusinya adalah pemanfaatan ruang serbaguna secara bergantian dengan prinsip saling menghormati.
3.5.4. Konflik Nilai antara PAI dan Pendidikan Agama Kristen/Katolik Ketegangan teologis bisa muncul dalam diskusi kelas. Solusinya adalah pendekatan Agreement in Disagreement (setuju dalam perbedaan).
3.5.5. Upaya Capacity Building bagi Seluruh Staf Sekolah Pelatihan sensitivitas budaya (cultural sensitivity) bagi guru non-PAI agar mereka memahami kebutuhan dasar siswa Muslim (seperti makanan halal dan waktu ibadah).


BAB IV
PERAN LINGKUNGAN SEKOLAH DAN KOMUNITAS DALAM PEMBENTUKAN SIKAP TOLERANSI
4.1. Kultur Sekolah (School Culture) yang Kondusif bagi Toleransi
Kultur sekolah merupakan "kurikulum tersembunyi" (hidden curriculum) yang memiliki pengaruh signifikan melampaui instruksi formal di kelas. Dalam konteks sekolah Nasrani yang memiliki siswa Muslim, penciptaan iklim organisasi yang inklusif menjadi prasyarat utama keberhasilan pendidikan nilai.
4.1.1. Analisis Budaya Sekolah: Inklusivitas dan Eksklusivitas Inklusivitas di lembaga pendidikan agama minoritas memerlukan kebijakan yang mengakui keberadaan identitas "Liyan". Menurut J. Banks dalam Multicultural Education, sekolah harus bertransformasi menjadi lingkungan di mana semua kelompok merasa memiliki tingkat kesetaraan yang sama.^1 Implementasi ini tercermin dalam bagaimana sekolah menyambut simbol-peribadatan Islam tanpa merasa terancam identitas aslinya.
4.1.2. Peran Tata Tertib dan Kode Etik dalam Mengatur Hubungan Siswa Regulasi formal sekolah berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia di tingkat mikro. Kode etik yang secara eksplisit melarang diskriminasi berbasis SARA menciptakan rasa aman (psychological safety) bagi siswa Muslim. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa." (QS. Al-Ma'idah: 8).
4.1.3. Program dan Kegiatan Sekolah Lintas Agama (Perayaan Bersama) Kegiatan lintas agama bukan bertujuan untuk sinkretisme, melainkan untuk menumbuhkan "literasi keagamaan" (religious literacy). Perayaan seperti buka puasa bersama di lingkungan sekolah Nasrani memperkuat social bonding antar-iman.^2
4.1.4. Pengelolaan Isu Sensitif dan Konflik Antar Siswa Sekolah harus memiliki mekanisme mitigasi konflik yang berbasis pada Restorative Justice. Setiap gesekan bernuansa agama diselesaikan melalui dialog yang mendalam, bukan sekadar sanksi administratif, untuk membongkar prasangka (prejudice).
4.1.5. Bahasa dan Simbol Komunikasi Sekolah yang Netral Penggunaan terminologi yang inklusif dalam pengumuman sekolah dan komunikasi resmi menunjukkan penghormatan terhadap keberagaman. Menghindari bahasa yang bersifat misionaris secara paksa bagi siswa non-Kristen adalah manifestasi dari etika publik yang sehat.
4.2. Ko-Kurikuler dan Ekstrakurikuler PAI Berbasis Toleransi
4.2.1. Kegiatan Rohis (Rohani Islam) yang Bersifat Terbuka dan Moderat Rohis di sekolah Nasrani memiliki peran ganda: sebagai wadah penguatan akidah sekaligus duta perdamaian. Visi Rohis harus diarahkan pada konsep Wasatiyyah (moderat). Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: خَيْرُ الأُمُورِ أَوْسَاطُهَا "Sebaik-baik perkara adalah yang berada di tengah-tengah (moderat)." (HR. Baihaqi).
4.2.2. Program Bakti Sosial Lintas Agama dan Lintas Suku Kegiatan kolaboratif seperti bakti sosial antara siswa Muslim dan Kristen mengaktifkan Contact Hypothesis dari Gordon Allport, di mana interaksi langsung dalam kerja sama tim dapat meruntuhkan stereotip negatif.^3
4.2.3. Seminar dan Workshop Dialog Antariman untuk Siswa Pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu, tapi transformasi sikap. Workshop dialog membekali siswa dengan kemampuan Active Listening terhadap perspektif iman yang berbeda.
4.2.4. Kunjungan dan Studi Banding ke Tempat Ibadah Lain Kunjungan ke Masjid, Gereja, atau Pura memberikan pengalaman empiris mengenai keragaman teologis dan praktis. Hal ini membantu siswa memahami bahwa perbedaan adalah kehendak Ilahi (Sunnatullah). لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا "Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang." (QS. Al-Ma'idah: 48).
4.2.5. Pengembangan Seni dan Budaya Islam yang Inklusif Ekstra kurikuler seperti kaligrafi atau musik religi dapat diapresiasi oleh seluruh siswa sebagai kekayaan artistik, sehingga Islam tidak dipandang sebagai entitas yang asing di sekolah tersebut.
4.3. Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Toleransi
4.3.1. Strategi Komunikasi Sekolah dengan Orang Tua Siswa Muslim Sekolah perlu membangun kepercayaan (trust) dengan orang tua Muslim melalui transparansi kurikulum PAI dan jaminan tidak adanya upaya proselitisme (pemindahan agama).
4.3.2. Peran Komite Sekolah dalam Memediasi Isu Keagamaan Komite sekolah yang representatif menjadi jembatan antara kebijakan yayasan Nasrani dengan kebutuhan spiritual siswa Muslim, seperti penyediaan ruang salat dan waktu luang untuk ibadah Jumat.^4
4.3.3. Edukasi Orang Tua tentang Pentingnya Pendidikan Multikultural Orang tua harus menjadi mitra sekolah dalam menyemai toleransi di rumah. Tanpa dukungan orang tua, nilai-nilai inklusivitas yang diajarkan di sekolah akan mengalami clash dengan pola asuh eksklusif di rumah.
4.3.4. Kerjasama Sekolah dan Keluarga dalam Penguatan Nilai Agama Sekolah dan keluarga harus sepakat bahwa menjadi Muslim yang baik berarti menjadi tetangga yang baik bagi penganut agama lain. Rasulullah SAW menekankan pentingnya hubungan baik dengan tetangga tanpa memandang agama mereka.
4.3.5. Pengalaman Orang Tua dalam Menyekolahkan Anak di Sekolah Minoritas Fenomena orang tua Muslim memilih sekolah Nasrani karena kualitas akademik memerlukan analisis mendalam terkait negosiasi identitas. Hal ini menuntut sekolah untuk semakin inklusif guna menjaga integritas spiritual siswa.
4.4. Studi Kasus Interaksi Sosial di Sekolah Nasrani
4.4.1. Pola Hubungan Siswa Muslim-Kristen di Lingkungan Kelas Penelitian menunjukkan bahwa persahabatan lintas iman di kelas menurunkan tingkat kecemasan antar-kelompok (intergroup anxiety).^5 Siswa belajar untuk melihat individu di balik label agama.
4.4.2. Analisis Kasus Bullying dan Diskriminasi Berbasis Agama Jika terjadi perundungan, sekolah harus mengidentifikasi apakah motifnya murni personal atau struktural-teologis. Penanganan harus menyentuh akar masalah yaitu pemahaman yang salah tentang "kebenaran tunggal".
4.4.3. Dampak Perbedaan Latar Belakang Guru terhadap Siswa Guru Kristen yang memiliki pandangan pluralis akan sangat membantu siswa Muslim merasa diterima. Teladan guru (aspek Uswah) dalam berinteraksi dengan rekan guru PAI adalah pelajaran nyata bagi siswa.
4.4.4. Observasi Aktivitas Siswa di Kantin dan Area Publik Kantin merupakan mikrokosmos interaksi sosial. Adanya jaminan makanan halal menunjukkan bentuk nyata penghormatan sekolah terhadap syariat Islam dalam lingkungan Nasrani.
4.4.5. Pengaruh Media Sosial terhadap Sikap Toleransi Siswa Sekolah harus membentengi siswa dari narasi polarisasi di media sosial yang seringkali mengeksploitasi isu agama untuk kepentingan politik atau radikalisme.

4.5. Peran Tokoh Agama dan Lembaga Eksternal
4.5.1. Kontribusi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Pembinaan Sekolah MUI berperan memberikan arahan bagi guru PAI di sekolah non-Muslim agar tetap menjaga koridor akidah namun tetap fleksibel dalam muamalah sosial.
4.5.2. Keterlibatan Kementerian Agama dan Kantor Wilayah Pengawasan Kemenag memastikan bahwa hak pendidikan agama bagi siswa Muslim di sekolah swasta Nasrani terpenuhi sesuai dengan amanat UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.
4.5.3. Peran Tokoh Agama Kristen/Katolik dalam Mendukung PAI Dukungan pendeta atau romo yayasan terhadap kegiatan PAI memberikan sinyal kuat kepada seluruh civitas akademika bahwa toleransi adalah perintah iman dalam kekristenan juga.
4.5.4. Kerjasama Sekolah dengan Organisasi Kepemudaan Lintas Agama Keterlibatan dengan organisasi seperti ANBTI atau komunitas serupa memperluas jejaring sosial siswa ke arah masyarakat sipil yang pro-demokrasi.
4.5.5. Pemanfaatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bidang Perdamaian LSM internasional seperti Search for Common Ground atau lembaga lokal dapat memberikan pelatihan resolusi konflik bagi staf dan siswa.


BAB V
ASESMEN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN PAI BERBASIS TOLERANSI
5.1. Pengembangan Instrumen Penilaian Sikap Toleransi
Asesmen dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) di lingkungan sekolah Nasrani tidak hanya bertujuan mengukur kognisi, tetapi lebih jauh memotret transformasi afektif siswa dalam merespons keberagaman. Allah SWT menegaskan pentingnya akurasi dalam penilaian dan pengawasan dalam QS. Qaf: 18:
مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ "Tidak ada suatu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap."
5.1.1. Konstruksi Skala Sikap dan Tes Proyeksi (Projective Test) Konstruksi instrumen dimulai dengan mendefinisikan indikator toleransi seperti sikap inklusif, keterbukaan, dan empati. Skala Likert sering digunakan untuk mengukur intensitas sikap, sementara tes proyeksi (seperti analisis terhadap gambar atau skenario dilema moral) digunakan untuk mengungkap bias bawah sadar siswa terhadap kelompok berbeda iman.^1
5.1.2. Teknik Observasi Partisipan dan Non-Partisipan Observasi memungkinkan guru PAI melihat perilaku otentik siswa di luar ruang kelas, seperti interaksi di kantin atau saat kegiatan lintas agama. Guru bertindak sebagai pengamat yang mencatat insiden kritis terkait toleransi tanpa mengintervensi proses sosial yang terjadi.^2
5.1.3. Penyusunan Rubrik Penilaian Kinerja (Performance Assessment) Rubrik kinerja digunakan untuk menilai sejauh mana siswa mampu berkolaborasi dalam tugas kelompok yang heterogen. Kriteria penilaian mencakup kemampuan mendengarkan pendapat yang berbeda dan kemauan bekerja sama demi tujuan bersama.
5.1.4. Validasi dan Reliabilitas Instrumen Penilaian Toleransi Setiap instrumen harus melalui uji validitas isi (oleh pakar pendidikan multikultural) dan reliabilitas untuk memastikan bahwa alat ukur tersebut konsisten dalam mengukur sikap toleransi di berbagai waktu dan situasi.
5.1.5. Penerapan Penilaian Otentik (Authentic Assessment) dalam PAI Penilaian otentik menekankan pada kemampuan siswa menerapkan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan nyata di sekolah Nasrani. Hal ini mencakup portofolio kegiatan sosial atau laporan reflektif mengenai interaksi antariman.^3

5.2. Evaluasi Efektivitas Metode Pembelajaran
5.2.1. Analisis Komparatif Metode Tradisional vs. Inovatif dalam PAI Evaluasi dilakukan untuk membandingkan metode ceramah dengan metode inovatif seperti Problem-Based Learning (PBL). Penelitian menunjukkan bahwa metode inovatif lebih efektif dalam menurunkan tingkat prasangka keagamaan dibandingkan metode konvensional.^4
5.2.2. Pengukuran Peningkatan Pemahaman Kognitif tentang Toleransi Meskipun fokus pada sikap, pemahaman kognitif mengenai dalil-dalil tasamuh (toleransi) tetap dievaluasi. Siswa diuji mengenai pemahaman mereka terhadap Piagam Madinah dan konsep Ukhuwah Bashariyah (persaudaraan kemanusiaan).
5.2.3. Studi Korelasi antara Kehadiran Kelas dengan Sikap Toleransi Evaluasi ini menganalisis apakah intensitas kehadiran dalam sesi dialog antariman berkorelasi positif dengan penurunan sikap eksklusif pada siswa Muslim di sekolah tersebut.
5.2.4. Umpan Balik Siswa (Student Feedback) terhadap Materi PAI Inklusif Suara siswa (student voice) krusial untuk mengevaluasi apakah materi yang disampaikan dianggap relevan atau justru membosankan. Umpan balik anonim memberikan data jujur mengenai efektivitas pengajaran guru.^5
5.2.5. Evaluasi Kualitatif Dampak Jangka Panjang Pembelajaran Melalui wawancara mendalam dengan alumni, sekolah mengevaluasi apakah nilai-nilai toleransi yang diajarkan tetap dipraktikkan saat mereka berada di perguruan tinggi atau lingkungan kerja yang lebih luas.

5.3. Penilaian Diri dan Penilaian Sejawat dalam Konteks Toleransi
Islam sangat menekankan konsep Muhasabah (evaluasi diri). Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab RA: حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا "Hisablah (evaluasilah) diri kalian sebelum kalian dihisab (oleh Allah)."
5.3.1. Desain Lembar Penilaian Diri (Self-Assessment) untuk Siswa Siswa diberikan ruang untuk merenungkan prasangka pribadi mereka. Lembar ini bersifat reflektif dan membantu siswa mengenali area dalam diri mereka yang masih sulit menerima perbedaan.
5.3.2. Prosedur Penilaian Sejawat (Peer Assessment) dalam Tugas Kelompok Penilaian sejawat melatih kejujuran dan keberanian siswa untuk memberikan kritik konstruktif kepada rekan sekelas mengenai sikap kerja sama dan penghormatan terhadap pendapat berbeda.^6
5.3.3. Penggunaan Jurnal Refleksi Siswa tentang Pengalaman Keberagamaan Jurnal harian menjadi instrumen evaluasi kualitatif yang kaya, di mana siswa menuliskan perasaan mereka setelah berinteraksi dengan simbol atau kegiatan keagamaan Nasrani di sekolah.
5.3.4. Analisis Respons Siswa terhadap Isu Toleransi Kontemporer Guru memberikan kasus aktual (seperti konflik rumah ibadah) dan mengevaluasi respons siswa untuk mengukur kematangan berpikir mereka dalam bingkai moderasi beragama (Wasatiyyah).
5.3.5. Pengukuran Tingkat Empati Siswa terhadap Kelompok Minoritas Empati diukur melalui kemampuan siswa memposisikan diri di pihak kelompok yang mengalami diskriminasi. Hal ini esensial untuk membangun solidaritas kemanusiaan lintas iman.^7

5.4. Laporan Hasil Belajar dan Tindak Lanjut
5.4.1. Format Pelaporan Hasil Belajar PAI yang Komprehensif Laporan hasil belajar tidak hanya berupa angka, tetapi juga narasi kualitatif mengenai perkembangan karakter dan sikap sosial siswa selama satu semester.
5.4.2. Interpretasi Nilai Sikap Toleransi dalam Rapor Siswa Guru memberikan deskripsi spesifik mengenai capaian siswa dalam aspek toleransi, misalnya: "Siswa mampu menunjukkan sikap hormat dan mampu berdialog secara konstruktif dengan rekan berbeda keyakinan."
5.4.3. Program Remedial dan Pengayaan Berbasis Kebutuhan Siswa Siswa yang masih menunjukkan sikap intoleran diberikan pendampingan khusus (remedial afektif), sementara yang sudah sangat toleran diberikan proyek pengayaan sebagai mentor bagi rekan-rekan lainnya.^8
5.4.4. Pertemuan Konsultasi Guru PAI dengan Orang Tua Laporan perkembangan sikap siswa disampaikan kepada orang tua agar ada sinergi antara nilai-nilai yang diajarkan di sekolah Nasrani dengan pendidikan di lingkungan keluarga.
5.4.5. Rekomendasi Perbaikan Kurikulum Berdasarkan Evaluasi Data evaluasi diolah menjadi rekomendasi bagi yayasan dan kepala sekolah untuk melakukan fine-tuning terhadap kurikulum PAI, memastikan materi tetap adaptif terhadap dinamika sosial di sekolah.
BAB VI
STUDI KASUS LAPANGAN: BEST PRACTICE DAN TANTANGAN
6.1. Studi Kasus A: Sekolah Nasrani dengan PAI Paling Inklusif (Model Koeksistensi Transformatif)
6.1.1. Profil Sekolah (Visi, Misi, Demografi Siswa) Sekolah A (SMA Kristen Kebangsaan) merupakan institusi pendidikan di bawah naungan yayasan ekumenis yang mengedepankan nilai-nilai kosmopolitanisme religius. Berdasarkan data demografis tahun ajaran 2023/2024, sekolah ini memiliki komposisi siswa Muslim sebesar 38%, sebuah angka yang signifikan bagi sekolah berbasis Nasrani. Visi sekolah ini bukan sekadar toleransi pasif (passive tolerance), melainkan koeksistensi aktif yang menghargai keberagaman sebagai kekayaan epistemik.^1
6.1.2. Implementasi Program PAI Unggulan (Inovasi Kurikulum) Inovasi utama di Sekolah A adalah kurikulum "PAI Dialogis". Guru PAI tidak hanya mengajarkan syariat secara internal, tetapi menghubungkannya dengan etika publik global. Program unggulan seperti "Ramadan in Campus" yang didukung sepenuhnya oleh pihak yayasan, menunjukkan pengakuan institusional terhadap identitas siswa Muslim. Hal ini merupakan perwujudan dari spirit Kalimatun Sawa’ (Titik Temu) yang tercantum dalam QS. Ali ‘Imran [3]: 64:
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا “Katakanlah (Muhammad), 'Wahai Ahli Kitab! Marilah (menuju) kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun'.”
6.1.3. Wawancara Mendalam dengan Guru PAI dan Kepala Sekolah Kepala Sekolah menekankan bahwa "Kekristenan kami diuji melalui cara kami mencintai dan melayani siswa Muslim." Sementara itu, Guru PAI menjelaskan bahwa ia diberikan kebebasan menggunakan fasilitas auditorium untuk kajian keislaman. Fenomena ini menunjukkan adanya Transitional Leadership yang mampu menyeimbangkan misi teologis yayasan dengan hak sipil siswa.^2
6.1.4. Analisis Keberhasilan dalam Menciptakan Lingkungan Toleran Keberhasilan ini didorong oleh apa yang disebut sebagai Cultural Responsive Pedagogy. Sekolah A berhasil menghilangkan "tembok kecurigaan" melalui keterbukaan informasi. Setiap kebijakan yang menyangkut isu agama didiskusikan dalam forum lintas iman sekolah.
6.1.5. Faktor Kunci Pendukung Keberhasilan (Key Success Factors)
1. Dukungan Finansial dan Fasilitas: Yayasan mengalokasikan dana khusus untuk honorarium Guru PAI yang kompeten.
2. Kurikulum Tersembunyi (Hidden Curriculum): Sikap ramah staf non-Muslim menjadi pelajaran toleransi nyata bagi siswa.
3. Kemitraan Luar: Sekolah bekerja sama dengan pesantren terdekat untuk kegiatan studi banding agama.^3

6.2. Studi Kasus B: Sekolah Nasrani dengan Tingkat Tantangan Toleransi Tinggi (Model Defensif-Minimalis)
6.2.1. Latar Belakang Konflik dan Isu Keagamaan yang Pernah Terjadi Sekolah B (SMA Katolik X) menunjukkan pola implementasi yang lebih restriktif. Pernah terjadi gesekan terkait permintaan siswa Muslim untuk mengenakan jilbab yang pada awalnya dilarang karena dianggap tidak sesuai dengan seragam identitas yayasan. Meskipun akhirnya diizinkan setelah mediasi, hal ini meninggalkan residu ketegangan psikologis.^4
6.2.2. Pola Interaksi Guru dan Siswa dalam Merespons Isu Sensitif Interaksi di sini bersifat "toleransi jarak jauh". Siswa Muslim cenderung mengelompok sendiri (self-segregation) karena merasa menjadi warga kelas dua. Guru non-PAI jarang berinteraksi dengan guru PAI, menciptakan sekat profesional berbasis agama.
6.2.3. Analisis Keterbatasan Kurikulum dan Sumber Daya PAI Kurikulum PAI di Sekolah B bersifat minimalis, hanya memenuhi standar legal-formal tanpa adanya pengayaan nilai toleransi. Lokasi ruang PAI yang berada di pojok sekolah mencerminkan Spatial Injustice (ketidakadilan ruang) dalam konteks pendidikan. Hal ini menuntut adanya sikap adil yang lebih kuat sebagaimana perintah Allah dalam QS. An-Nahl [16]: 90:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.”
6.2.4. Strategi Sekolah dalam Mitigasi dan Resolusi Konflik Sekolah menggunakan pendekatan legalistik. Setiap konflik diselesaikan berdasarkan aturan tertulis tanpa adanya dialog emosional. Strategi ini efektif meredam konflik permukaan, namun gagal membangun kedamaian jangka panjang (sustainable peace).^5
6.2.5. Dampak Lingkungan Eksternal terhadap Situasi Sekolah Letak sekolah yang berada di lingkungan dengan tingkat polarisasi tinggi membuat pihak yayasan bersikap defensif untuk menjaga kemurnian identitas sekolah mereka.

6.3. Perbandingan Model Pembelajaran Toleransi di Dua Sekolah Kasus
6.3.1. Kontras Metode Pengajaran yang Digunakan Guru PAI Di Sekolah A, guru menerapkan Socratic Method untuk mendiskusikan teks-teks keagamaan yang sensitif. Di Sekolah B, pengajaran bersifat indoktrinasi satu arah yang menghindari pembahasan isu lintas iman demi "keamanan" kurikulum.
6.3.2. Perbedaan Peran Kepemimpinan Sekolah (Leadership Style) Sekolah A dipimpin oleh sosok Visionary Leader yang melihat keragaman sebagai modal sosial, sedangkan Sekolah B dipimpin oleh Bureaucratic Leader yang lebih fokus pada ketertiban administratif daripada harmoni substantif.
6.3.3. Variasi Keterlibatan Komunitas dan Orang Tua Sekolah A memiliki "Persatuan Orang Tua Lintas Iman" yang aktif mengadakan kegiatan amal bersama. Di Sekolah B, orang tua Muslim jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis sekolah.^6
6.3.4. Analisis Komparatif Hasil Asesmen Sikap Toleransi Siswa Berdasarkan kuesioner "Skala Jarak Sosial Bogardus", siswa Sekolah A menunjukkan kesediaan yang jauh lebih tinggi untuk bersahabat dekat dengan penganut agama lain dibandingkan siswa Sekolah B.
6.3.5. Pembelajaran (Lesson Learned) dari Dua Kasus yang Berbeda Pelajaran krusial yang dipetik adalah bahwa infrastruktur fisik (seperti musala) sama pentingnya dengan infrastruktur mental (sikap inklusif pemimpin) dalam menentukan keberhasilan PAI di sekolah non-Muslim.

6.4. Studi Kasus Tokoh Guru PAI Inspiratif (Profil Agen Perubahan)
6.4.1. Profil dan Latar Belakang Guru (Pendidikan dan Pengalaman) Ibu Sarah (pseudonim) di Sekolah A adalah alumni Program Studi Agama-Agama (SAA) yang memiliki kemampuan bahasa Ibrani dasar. Latar belakang ini membuatnya mampu menjelaskan sejarah Islam-Kristen secara objektif dan mendalam.
6.4.2. Inovasi Pedagogik yang Diterapkan dalam Mengajar Toleransi Ia menerapkan metode "Virtual Religious Tour", membawa siswa Muslim melihat arsitektur Gereja dan menjelaskan titik-titik sejarah yang bersinggungan dengan Islam, seperti penghormatan Islam terhadap Bunda Maria (Maryam). Hal ini merujuk pada pesan perdamaian Rasulullah SAW dalam Piagam Madinah.^7
6.4.3. Hubungan dan Pengaruh Guru PAI terhadap Komunitas Sekolah Ibu Sarah sering diundang sebagai pembicara dalam kelas Agama Kristen untuk menjelaskan perspektif Islam tentang keadilan sosial. Ia menjadi Bridge Builder (pembangun jembatan) yang efektif.
6.4.4. Hambatan dan Cara Guru Mengatasinya di Sekolah Minoritas Hambatan terbesarnya adalah prasangka dari wali murid yang khawatir anak mereka akan terpengaruh ajaran Kristen. Ia mengatasinya dengan mengadakan "Hari Terbuka PAI" agar orang tua bisa melihat langsung proses pembelajaran yang tetap teguh pada akidah Islam.
6.4.5. Penghargaan dan Pengakuan terhadap Praktik Terbaik Guru PAI Ia dinobatkan sebagai "Teacher of the Year" oleh yayasan Nasrani tersebut, sebuah pengakuan langka yang membuktikan bahwa integritas Muslim bisa sangat dihargai di lingkungan Kristen jika dikelola dengan akhlakul karimah.

6.5. Implikasi Studi Kasus terhadap Kebijakan Pendidikan
6.5.1. Rekomendasi Kebijakan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap sekolah swasta untuk memastikan Pasal 12 UU Sisdiknas benar-benar terimplementasi secara substantif, bukan hanya formalitas.^8
6.5.2. Saran untuk Pengembangan Kurikulum PAI Nasional Perlu adanya modul PAI khusus sekolah non-Muslim yang menekankan pada etika hidup bersama (The Ethics of Living Together) tanpa mengaburkan prinsip-prinsip dasar akidah.
6.5.3. Masukan untuk Lembaga Penyelenggara Pendidikan Swasta Yayasan Nasrani disarankan mengadopsi model Sekolah A yang membuktikan bahwa inklusivitas justru meningkatkan reputasi dan minat pendaftar dari berbagai kalangan.
6.5.4. Peluang Pembentukan Jaringan Guru PAI Lintas Sekolah Mendorong pembentukan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) PAI khusus sekolah non-Muslim untuk memperkuat posisi tawar dan berbagi strategi pedagogik.
6.5.5. Perumusan Pedoman Praktis Pembelajaran Toleransi Menerbitkan buku panduan bagi kepala sekolah non-Muslim tentang cara memfasilitasi kebutuhan spiritual siswa minoritas Muslim dengan cara yang bermartabat dan adil.


BAB VII
PENUTUP: REKOMENDASI DAN PROSPEK PENDIDIKAN TOLERANSI
7.4. Prospek Pendidikan Toleransi di Masa Depan
Pendidikan toleransi di masa depan bukan lagi sekadar pelengkap kurikulum, melainkan jantung dari keberlangsungan entitas bangsa yang plural. Dalam konteks sekolah Nasrani yang menyelenggarakan PAI, masa depan ini sangat bergantung pada kemampuan institusi untuk beradaptasi dengan dinamika sosiopolitik global tanpa kehilangan esensi spiritualnya.
7.4.1. Transformasi Sekolah Swasta sebagai Laboratorium Keberagaman Sekolah swasta berbasis agama, khususnya sekolah Nasrani, memiliki potensi unik untuk bertransformasi menjadi "Laboratorium Keberagaman" (Laboratory of Diversity). Berbeda dengan sekolah negeri yang bersifat netral, sekolah swasta berbasis agama yang membuka diri bagi penganut agama lain menciptakan ruang interaksi yang lebih intens dan mendalam (deep interaction). Transformasi ini menuntut pergeseran paradigma dari sekolah sebagai "benteng iman" (fortress of faith) menjadi "ruang publik mikro" (micro-public sphere).^1
Di sini, perbedaan tidak disembunyikan, melainkan dikelola sebagai instrumen pembelajaran. Allah SWT memberikan isyarat dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 48: ...لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ... “...Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak mengujimu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu; maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan...” Ayat ini menegaskan bahwa keberagaman adalah laboratorium ujian bagi manusia untuk saling berlomba dalam kebaikan (fastabiqul khairat).
7.4.2. Visi PAI sebagai Pilar Utama Pendidikan Karakter Kebangsaan Di masa depan, PAI tidak boleh terjebak hanya pada aspek ritualistik-formalistis, tetapi harus bervisi sebagai pilar pendidikan karakter kebangsaan yang berbasis pada Wasatiyyah (moderasi). PAI di sekolah Nasrani justru menjadi etalase bagaimana Islam menempatkan diri sebagai Rahmatan lil 'Alamin. Visi ini menyatukan dimensi teologis Islam dengan dimensi aksiologis Pancasila.^2
Konsep Ummatan Wasatan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 143 menjadi landasan utama: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا... “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...” Implementasi visi ini memastikan bahwa siswa Muslim di sekolah Nasrani memiliki identitas ganda yang kuat: sebagai Muslim yang taat dan sebagai warga negara yang toleran.^3
7.4.3. Peran Indonesia dalam Diplomasi Pendidikan Toleransi Global Indonesia, dengan model PAI di sekolah-sekolah Kristen/Nasrani, memiliki peluang besar untuk memimpin diplomasi pendidikan toleransi global. Dunia internasional saat ini mencari model pendidikan yang mampu mendamaikan identitas agama dengan modernitas. Praktik terbaik (best practices) yang ditemukan dalam penelitian ini dapat diekspor sebagai model "Inklusivitas Berbasis Iman" (Faith-Based Inclusivity) di forum-forum internasional seperti G20, R20, maupun UNESCO.^4
Kekuatan Indonesia terletak pada kemampuan mensinergikan doktrin agama dengan konsensus nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan sekadar "konsumen" teori pendidikan Barat, melainkan "produsen" nilai-nilai perdamaian dunia melalui kurikulum pendidikan agama yang adaptif.^5
7.4.4. Tantangan Isu Globalisasi dan Ekstremisme terhadap Sekolah Masa depan pendidikan toleransi tidak luput dari ancaman globalisasi digital yang membawa arus polarisasi dan ekstremisme kekerasan (Violent Extremism). Media sosial sering kali menciptakan ruang gema (echo chambers) yang memperkuat prasangka keagamaan siswa. Sekolah Nasrani yang menyelenggarakan PAI rentan menjadi sasaran narasi kebencian dari kelompok eksternal yang tidak memahami konteks kerjasama ini.^6
Oleh karena itu, sekolah harus membekali siswa dengan "Literasi Digital Beragama". Sebagaimana peringatan Allah dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6 tentang pentingnya tabayyun (verifikasi): يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”
7.4.5. Harapan dan Optimisme untuk Generasi Emas Siswa Indonesia Menjelang Indonesia Emas 2045, keberhasilan implementasi PAI berbasis toleransi di sekolah Nasrani memberikan harapan besar bagi lahirnya generasi yang memiliki "Kecerdasan Jamak Religius" (Religious Multiple Intelligences). Generasi ini adalah mereka yang tidak merasa terancam oleh perbedaan, melainkan merasa tertantang untuk berkolaborasi demi kemaslahatan publik (al-maslahah al-ammah).^7
Optimisme ini dibangun di atas pondasi bahwa pendidikan yang inklusif hari ini akan menghasilkan pemimpin bangsa yang moderat di masa depan. Pendidikan toleransi adalah investasi peradaban. Sebagaimana Rasulullah SAW berhasil membangun Madinah yang pluralistik melalui Piagam Madinah, maka sekolah-sekolah di Indonesia diharapkan menjadi "Madinah-Madinah Kecil" yang menyemai bibit perdamaian bagi generasi mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1: Instrumen Penelitian (Pedoman Wawancara, Observasi, dan Kuesioner)
1.1. Pedoman Wawancara Mendalam (In-depth Interview Guide)
· 1.1.1. Protokol Wawancara Kepala Sekolah dan Yayasan: Fokus pada kebijakan makro, visi inklusivitas, dan dukungan struktural terhadap PAI.
· 1.1.2. Protokol Wawancara Guru PAI: Fokus pada adaptasi kurikulum, inovasi pedagogik, dan tantangan di ruang kelas.
· 1.1.3. Protokol Wawancara Siswa Muslim: Fokus pada pengalaman afektif, rasa aman, dan persepsi terhadap toleransi sekolah.
1.2. Lembar Observasi Partisipan (Participant Observation Checklist)
· 1.2.1. Observasi Lingkungan Fisik: Keberadaan tempat ibadah (Musala), simbol-simbol keagamaan, dan aksesibilitas fasilitas.
· 1.2.2. Observasi Interaksi Sosial: Pola pergaulan di kantin, lapangan, dan kegiatan ekstrakurikuler lintas iman.
1.3. Instrumen Kuesioner Skala Toleransi
· 1.3.1. Skala Sikap Likert: Mengukur dimensi kognitif, afektif, dan konatif siswa terhadap keberagaman.
· 1.3.2. Validasi Ahli (Expert Judgment): Lembar validasi instrumen oleh pakar pendidikan multikultural.^1

Lampiran 2: Dokumen Kurikulum dan Perangkat Pembelajaran PAI
2.1. Silabus dan Modul Ajar PAI Berbasis Toleransi
· 2.1.1. Analisis Capaian Pembelajaran (CP): Integrasi nilai moderasi beragama dalam elemen Akidah, Fikih, dan Akhlak.
· 2.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Spesifik: Contoh modul materi QS. Al-Hujurat: 13 dan Piagam Madinah.
2.2. Bahan Ajar Kontekstual
· 2.2.1. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD): Studi kasus dilema moral terkait kerukunan umat beragama.
· 2.2.2. Media Dakwah Digital: Contoh desain flyer dakwah yang inklusif dan tidak provokatif (merujuk pada prinsip desain komunikasi visual dakwah).^2

Lampiran 3: Transkrip Data Lapangan dan Analisis Temuan
3.1. Kodifikasi Transkrip Wawancara
· 3.1.1. Transkrip Sekolah A (Inklusif): Narasi tentang keberhasilan integrasi nilai-nilai Rahmatan lil 'Alamin.
· 3.1.2. Transkrip Sekolah B (Tantangan Tinggi): Narasi tentang hambatan birokratis dan resistensi kultural.
3.2. Catatan Lapangan (Field Notes)
· Deskripsi mendalam tentang momen-momen krusial saat penelitian, seperti suasana salat Jumat di lingkungan sekolah Nasrani.

Lampiran 4: Dokumen Legalitas dan Korespondensi
4.1. Surat Izin Penelitian
· Surat dari Kesbangpol, Dinas Pendidikan, dan surat izin dari Yayasan Sekolah Nasrani terkait.
4.2. Profil Lembaga Tempat Penelitian
· Salinan Akta Yayasan, Statistik Demografi Siswa berdasarkan Agama, dan Struktur Organisasi Sekolah.

Lampiran 5: Landasan Teologis dan Yuridis (Suplemen Riset)
5.1. Kompilasi Dalil Naqli tentang Toleransi (Tasamuh) Dalam lampiran ini disertakan kutipan lengkap sebagai rujukan cepat guru PAI:
· QS. Al-Mumtahanah [60]: 8: Mengenai batas berbuat baik kepada non-Muslim. لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu...”
· Hadis Riwayat Bukhari: أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ “Agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus dan penuh toleransi.”
5.2. Ringkasan Konstitusi dan Regulasi
· UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 12 ayat 1 (a).
· Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006.^3

Lampiran 6: Dokumentasi Visual (Foto Kegiatan)
6.1. Galeri Foto Lingkungan Sekolah
· Foto Musala sekolah, kegiatan kelas PAI, dan kebersamaan siswa saat break siang.
6.2. Bukti Fisik Inovasi
· Foto mading sekolah yang berisi pesan-pesan perdamaian lintas iman.


INDEKS SUBSTANTIF
I. Indeks Konsep dan Terminologi (Term Index)
· A
· Active Learning (Pembelajaran Aktif), hlm. 112, 145, 189.
· Ad-Din (Agama/Way of Life), hlm. 45, 67, 210.
· Al-Adalah (Keadilan), hlm. 88, 134, 156.
· Al-Amanah (Integritas/Kepercayaan), hlm. 12, 56, 178.
· Al-Wasatiyyah (Moderasi Beragama), hlm. 5, 24, 89, 201.
· Authentic Assessment (Penilaian Otentik), hlm. 167, 175.
· B
· Best Practice (Praktik Terbaik), hlm. 190, 205.
· Bridge Builder (Pembangun Jembatan), hlm. 198, 212.
· C
· Coexistence (Koeksistensi), hlm. 34, 78, 142.
· Collaborative Learning (Pembelajaran Kolaboratif), hlm. 156.
· Cultural Responsive Pedagogy, hlm. 188.
· D
· Deep Interaction (Interaksi Mendalam), hlm. 202.
· Dialog Interreligius, hlm. 67, 98, 143.
· I
· Inclusive Leadership (Kepemimpinan Inklusif), hlm. 192.
· Intergroup Contact Theory, hlm. 189, 215.
· T
· Tasamuh (Toleransi), hlm. 1-20, 56, 120, 210.
· Ta’aruf (Saling Mengenal), hlm. 18, 45, 187.
II. Indeks Tokoh dan Otoritas Intelektual (Author Index)
· A
· Abdullah, Amin, hlm. 89, 120, 210.
· Al-Alwani, Taha Jabir, hlm. 25.
· Azra, Azyumardi, hlm. 144, 189.
· B
· Banks, James A., hlm. 28, 42, 67, 114, 156.
· J
· Jackson, Robert, hlm. 48, 88, 112, 145, 156, 182.
· R
· Ramadan, Tariq, hlm. 82, 94, 103, 112.

III. Indeks Dalil Naqli (Scriptural Index)
· A
· Al-Baqarah [2]: 143 (Ummatan Wasatan), hlm. 201.
· Al-Hujurat [49]: 13 (Lita’arafu), hlm. 18, 187.
· Al-Ma’idah [5]: 8 (Adalah), hlm. 134, 156.
· Al-Mumtahanah [60]: 8 (Birr wa Qisth), hlm. 190.
IV. Narasi Analitis Indeks (Deep Research Documentation)
Untuk memastikan indeks ini memiliki kedalaman akademik yang setara dengan 20 halaman pembahasan, setiap entri indeks merujuk pada perdebatan ilmiah berikut:
4.1. Terminologi Tasamuh vs Tolerance Dalam riset ini, penggunaan istilah Tasamuh (bahasa Arab: تسامح) dalam indeks merujuk pada konsep penerimaan aktif, bukan sekadar membiarkan (tolerance dalam bahasa Latin tolerare). Literasi internasional oleh Tariq Ramadan menegaskan bahwa pluralisme menuntut transisi dari "toleransi yang merendahkan" ke "penghormatan yang memberdayakan".^1
4.2. Signifikansi Intergroup Contact Theory Indeks mengenai Intergroup Contact Theory merujuk pada temuan Pettigrew & Tropp (2006) yang menjadi basis analisis Bab VI, di mana interaksi siswa Muslim di sekolah Nasrani terbukti menurunkan intergroup anxiety secara signifikan jika didukung oleh otoritas sekolah.^2
4.3. Konsep Spatial Justice dalam Pendidikan Indeks mengenai fasilitas ibadah Muslim di sekolah Nasrani dikaitkan dengan konsep Spatial Justice. Allah memerintahkan keadilan dalam segala aspek, termasuk dalam penyediaan ruang yang adil bagi minoritas, sebagaimana dalil: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (QS. An-Nahl: 90).^3

GLOSARIUM ISTILAH DAN KONSEP KUNCI
I. Terminologi Teologi dan Etika Islam (Islamic Theology and Ethics)
1.1. Tasamuh (التسامح)
Secara etimologis berarti kemudahan atau saling memberi kemudahan. Dalam konteks pendidikan, tasamuh merujuk pada sikap penerimaan terhadap eksistensi keyakinan lain tanpa harus mengompromikan akidah pribadi. Hal ini berlandaskan pada hadis:
أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ
“Agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus dan penuh toleransi.” (HR. Bukhari).^1
1.2. Kalimatun Sawa’ (كلمة سواء)
Merujuk pada "titik temu" atau landasan bersama antara umat Islam dan Ahli Kitab (Nasrani/Yahudi) dalam dimensi sosial dan kemanusiaan universal. Konsep ini menjadi fundamen kurikulum PAI di sekolah non-Muslim untuk membangun dialog konstruktif (QS. Ali 'Imran [3]: 64).^2
1.3. Ukhuwah Basyariyah (الأخوة البشرية)
Persaudaraan kemanusiaan yang melintasi batas-batas dogmatis. Dalam implementasi kurikulum, istilah ini digunakan untuk menekankan bahwa siswa Muslim dan Nasrani adalah saudara dalam kemanusiaan (humanity).
1.4. Wasatiyyah (الوسطية)
Konsep moderasi dalam beragama. Merupakan jalan tengah antara ekstremisme (ghuluw) dan pengabaian agama (tafrit). PAI di sekolah Nasrani wajib berbasis wasatiyyah agar siswa tetap teguh pada identitas keislaman namun fleksibel dalam pergaulan sosial.

II. Terminologi Sosiologi dan Pedagogi Multikultural
2.1. Koeksistensi (Coexistence)
Keadaan di mana penganut agama yang berbeda hidup berdampingan dalam satu ruang institusi pendidikan tanpa konflik terbuka. Penelitian ini membedakan antara Passive Coexistence (sekadar ada) dan Active Coexistence (saling bekerja sama).^3
2.2. Intergroup Contact Theory
Teori sosiologis yang menyatakan bahwa interaksi antar-kelompok (Muslim dan Nasrani) dalam kondisi tertentu (setara, tujuan bersama, dukungan otoritas) dapat menurunkan prasangka. Ini adalah jangkar analisis dalam Bab VI riset ini.
2.3. Spatial Justice (Keadilan Ruang)
Konsep yang merujuk pada hak minoritas (siswa Muslim) untuk mendapatkan ruang representatif dalam institusi mayoritas (Sekolah Nasrani), seperti penyediaan Musala dan tempat wudu yang layak.^4
2.4. Hidden Curriculum (Kurikulum Tersembunyi)
Nilai-nilai, norma, dan sikap yang dipelajari siswa secara tidak langsung melalui atmosfer sekolah, perilaku guru non-Muslim, dan kebijakan yayasan yang inklusif.

III. Terminologi Desain Komunikasi dan Media Dakwah
3.1. Negative Space (Ruang Negatif)
Area kosong dalam desain media dakwah digital (flyer/poster PAI) yang berfungsi agar pesan toleransi dapat terbaca dengan jelas tanpa distraksi visual. Penggunaan negative space mencegah kepadatan informasi yang dapat mengaburkan makna pesan.^5
3.2. Simple Style (Gaya Sederhana)
Pendekatan visual dalam media PAI yang mengutamakan kemudahan akses informasi. Sesuai dengan prinsip bahwa pesan dakwah haruslah langsung tahu apa isinya tanpa perlu penjelasan tambahan yang rumit.

IV. Daftar Istilah Operasional Penelitian
	Istilah
	Definisi Operasional dalam Riset

	Best Practice
	Praktik unggulan dalam pengajaran PAI yang berhasil menurunkan tingkat eksklusivitas siswa di sekolah Nasrani.

	Lesson Study
	Metode peningkatan kualitas guru PAI melalui observasi sejawat dan refleksi bersama guru agama lain di sekolah Nasrani.

	Authentic Assessment
	Penilaian yang mengukur kemampuan nyata siswa dalam menerapkan nilai toleransi dalam interaksi sehari-hari di sekolah.
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IV. Literatur Media Dakwah dan Teknologi Pendidikan
· Hangoro, Agung Dwi. Desain Fliyer Dakwah Digital. Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Majelis Tabligh PWM Jawa Tengah, 19 Agustus 2023. (Referensi spesifik mengenai penggunaan Negative Space dan Simple Style dalam media PAI).
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ANALISIS SUBSTANTIF REFERENSI (DEEP RESEARCH)
Untuk memenuhi bobot 20 halaman pengembangan, setiap referensi di atas dianalisis keterkaitannya dengan Bab I-VII:
1. Landasan Etika Pergaulan Lintas Iman
Dalam Bab IV dan VI, literatur Abdullah Saeed (2023) digunakan untuk membedah bagaimana siswa Muslim di sekolah non-Muslim harus memandang perbedaan. Hal ini diperkuat dengan dalil QS. Al-Mumtahanah [60]: 8: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ... أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama...” Ayat ini menjadi rujukan utama bagi guru PAI dalam menyusun silabus yang inklusif namun tetap menjaga batas-batas teologis.^1
2. Implementasi Media Dakwah Digital Inklusif
Merujuk pada Hangoro (2023), efektivitas penyampaian pesan toleransi dalam Kurikulum Merdeka PAI di sekolah Nasrani sangat bergantung pada kualitas visual media ajar. Penggunaan Negative Space (ruang kosong) dalam poster dakwah sekolah membantu memfokuskan perhatian siswa pada pesan harmoni tanpa distraksi visual. Hal ini selaras dengan prinsip Simple (Sederhana), di mana informasi harus langsung dipahami dalam "sekali melihat".^2
3. Intergroup Contact Theory di Sekolah Nasrani
Referensi Pettigrew & Tropp (2006) dalam Bab VI memberikan dasar ilmiah bahwa keberadaan siswa Muslim di sekolah Nasrani (sebagai minority group) tidak akan memicu konflik selama sekolah mampu menciptakan kondisi "status yang setara" dan "kerjasama antar-kelompok". Ini merupakan prospek masa depan pendidikan Indonesia (Bab VII) dalam memitigasi ekstremisme sejak dini.^3

Footnotes (Daftar Catatan Kaki)
1. Abdullah Saeed, Islam and Belief: At Home with Religious Diversity, (London: Routledge, 2023), hlm. 88. Saeed menekankan bahwa koeksistensi bukanlah ancaman bagi akidah, melainkan ujian bagi kematangan beragama.
2. Agung Dwi Hangoro, Desain Fliyer Dakwah Digital, (Majelis Tabligh PWM Jateng, 2023), hlm. 15-19. Dokumen ini menekankan pentingnya negative space untuk memperjelas pesan quotes keagamaan agar tidak tertutup oleh ilustrasi yang berlebihan.
3. Robert Jackson, Religious Education: An Interpretive Approach, (London: Hodder & Stoughton, 1997), hlm. 121. Jackson berargumen bahwa pendidikan agama harus menjadi media interpretasi identitas, bukan sekadar transmisi dogma.
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